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Abstrak
 

Korupsi dianggap sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi yang sangat komplek di Indonesia.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menghukum pelaku tindak

pidana korupsi dengan hukuman penjara yang berat dan mengembalikan kerugian negara akibat tindak

pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti diatur didalam

Pasal 18. Masalah yang timbul setelah adanya putusan pengadilan adalah banyak terpidana yang tidak

membayar uang pengganti sehingga menjadi tunggakan kurang lebih sebesar 6,6 triliun rupiah. Tulisan

dengan judul "Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

menggunakan metode penelitian. yuridis normatif dan empiris yang bersifat kualitatif. Tulisan tersebut

menjelaskan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penyelesaian uang pengganti dapat dilakukan

melalui beberapa mekanisme yaitu Pertama penyelesaian uang pengganti melalui instrumen pidana yaitu

menyetorkan uang pengganti yang telah dibayar terpidana ke kas negara, jika terpidana tidak membayar

maka dilakukan penyitaan harta benda milik terpidana untuk dilelang guna membayar uang pengganti, yang

terakhir diganti dengan pidana penjara yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan. Penyelesaian uang

pengganti melalui instrumen pidana belum optimal, karena penyitaan tidak dapat dilakukan disebabkan harta

benda terpidana sudah tidak ada lagi. Jaksa sebagai eksekutor harus dapat melacak aset milik terpidana yang

disembunyikan. Apabila berhasil menemukan harta benda terpidana maka penyitaan dapat dilakukan

sehingga tujuan mengembalikan kerugian negara dapat dicapai. Jika penyitaan tidak dapat dilakukan maka

diganti dengan pidana penjara. Dalam praktek terpidana lebih banyak memilih pidana,penjara pengganti

karena penjara pengganti yang rendah dibanding besarnya uang pengganti yang dijatuhkan, maka untuk

mengoptimalkan harus dijatuhi pidana penjara pengganti yang tinggi. Kedua penyelesaian uang pengganti

melalui instrumen perdata, yaitu penyelesaian diluar pengadilan (negosiasi dan mediasi) dan litigasi /

gugatan perdata. Dalam praktek baru melalui non litigasi yang tidak mempunyai alat pemaksa dan tidak

bersifat eksekutorial jika salah satu pihak tidak memenuhinya. Untuk mengoptimalkan pembayaran uang

pengganti harus dilakukan gugatan perdata terhadap uang pengganti yang tidak dibayar.
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